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INTISARI 

 

Penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah India dalam mengatasi 

masalah 'dowry deaths' di negara tersebut. Dowry deaths merupakan istilah bagi 

pembunuhan atau kekerasan terhadap istri, yang dilakukan oleh suami atau keluarga 

suami karena sang istri dianggap tidak mampu memenuhi tuntutan mahar tambahan 

yang diminta suami dan keluarganya. Dampak dari tradisi memberikan mahar 

tersebut bukan hanya pada kematian istri, tapi juga berdampak pada diskriminasi 

terhadap anak perempuan dan aborsi selektif pada janin perempuan. Jumlah korban 

'dowry deaths' sendiri mencapai angka lebih dari 8000 per tahun. Fenomena ‘dowry 

deaths’ ini membuat pemerintah India turun tangan untuk mengatasi masalah 

tersebut. Kebijakan yang dilakukan pemerintah India beragam, meliputi 

pemberlakuan berbagai aturan yang melarang mahar dalam pernikahan yang 

dimulai dengan The Dowry Prohibiton Act of 1961, menghukum pelaku kejahatan 

‘dowry deaths’ dengan ancaman tak kurang dari 7 (tujuh) tahun penjara, 

memberikan insentif keuangan pada anak perempuan, hingga melarang aborsi 

selektif terhadap janin perempuan. Selain itu, kebijakan pemerintah pusat tersebut 

juga didukung oleh inisiatif dari pemerintah negara bagian yang memulai beberapa 

kebijakan terkait seperti melarang teknologi USG, melarang aborsi, serta 

memberikan insentif pada anak perempuan, dan berbagai kebijakan lainnya. Meski 

telah melaksanakan berbagai kebijakan, namun lemahnya penegakan hukum karena 

kuatnya budaya patriarki di masyarakat menjadi salah satu alasan mengapa 

kebijakan tersebut kurang efektif dalam mencegah korban jiwa karena 'dowry 

deaths' tersebut. 
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THE INDIAN GOVERNMENT POLICIES IN OVERCOMING  

THE ‘DOWRY DEATHS’ 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This study explains about the policy of the Indian government in addressing the 

problem of ‘dowry deaths’ in India. Dowry deaths itself is a term for a murder or 

violence against wives in which performed by the husband or the husband's family 

because of the inability of the wife to meet the demand of paying the dowry. The 

impact of the tradition of giving dowry is not only the death of the wives, but also 

the impact on the discrimination over the women and selective abortion of female 

fetuses. The number of victims of dowry death reached more than 8000 death per 

year.  

The phenomenon of dowry deaths required the Indian government to intervene to 

resolve the issue. Indian government have managed to make some policies, it covers 

the application of the rules of prohibiting dowry in the marriage that began with the 

Dowry Prohibition Act of 1961, that punish the offender of dowry death with the 

threat of no less than seven years in prison; and also some policies to provide 

financial incentives to daughter, to prohibit the sex-selective abortion to female 

fetuses. In addition, the Indian central government's policy is also supported by the 

initiative of the state government to initiate several related policies such as banning 

ultrasound technology, forbidding abortion, as well as providing incentives to girls, 

and various other policies. Although the government has been implementing 

various policies, but the weakness of law enforcement caused by the strong 

patriarchal culture in society is one reason why these policies are less effective in 

preventing loss of life because of 'dowry deaths'. 
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